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ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMBEGALAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK

Oleh
DIKHA PRATAMA

Setiap anak seharusnya tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan
usianya pada kenyataannya anak menjadi pelaku kejahatan, salah satunya menjadi
pelaku kejahatan pembegalan. Anak yang melakukan kejahatan pembegalan
disebabkan oleh berbagai faktor balk yang berasal dari dalam diri maupun dari
luar diri anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah faktor penyebab
anak melakukan kejahatan pembegalan dan bagaimanakah upaya penanggulangan
kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan
yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Unit PPA Polresta
Bandar Lampung, anak pelaku kejahatan pembegalan dan Dosen Bagian Hukum
Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka
dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab anak
melakukan kejahatan pembegalan terdiri atas faktor ekonomi, yaitu kondisi
perekonomian yang sulit menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan
kejahatan pembegalan. Faktor Pendidikan, yaitu anak yang menjadi pelaku
pembegalan pada nmumnya berlatar belakang pendidikan yang rendah atau putus
sekolah. Faktor Keluarga, yaitu keluarga yang tidak utuh dan tidak harmonis
menyebabkan anak terbiasa dengan kekerasan dan mencari suasana di luar rumah.
Faktor Lingkungan, yaitu lingkungan yang pergaulan dengan teman sebaya,
kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang
terbiasa melakukan kejahetan pembegalan. Upaya penanggulangan kejahatan
pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh
Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melalui sarana non penal dan penal.
Upaya non penal dilaksanakan dengan sosialisasi dan pengamanan pada titik-titik
rawan pembegalan. Upaya penal dikakukan dengan melaksanakan penyidikan
kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak dengan mengacu kepada
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai upaya Penyidik Unit
PPA Polresta Bandar Lampung dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
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Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya upaya penyidik dalam penyidikan
tindak pidana yang dilakukan oleh anak dioptimalkan dengan meningkatkan
profesionalisme dan kapasitas penyidik anak dalam sistem peradilan pidana Selain
itu sosialisasi mengenai mengenai pencegahan atas kejahatan pembegalan agar
semakin ditingkatkan, selain itu patroli dan pengamanan pada titik-titik rawan
pembegalan hendaknya semakin diperketat oleh Kepolisian.

Kata Kunci: Analisis Kriminologis, Kejahatan Pembegalan, Anak
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak
sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku kejahatan
melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab
yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Kejahatan merupakan
perbuatan manusia yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan
dengan kesalahan. Kejahatan adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap
tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.*

Anak pada dasarnya merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa
harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai
manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak
asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan
berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus

cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,

! Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.
2003. him. 41.



dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.?

Fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah terjadinya kejahatan yang
dilakukan oleh anak. Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Secara ideal anak seharusnya tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan
perkembangan usianya, tetapi pada kenyataannya anak justru menjadi pelaku

kejahatan.

Anak yang melakukan kejahatan dalam konteks hukum positif yang berlaku di
Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian
mengingat pelaku tindak pidana masih masuk dalam usia anak maka proses
penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan
secara khusus melalui sistem peradilan pidana anak. Hal ini diatur dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbaharui
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

Pentingnya peradilan khusus anak dilaksanakan didasarkan pada pertimbangan
bahwa anak sebagai pelaku kejahatan pada dasarnya belum matang secara mental
dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan
pendidikan yang benar, agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi

anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.

2 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung. 2009.him. 43-44



Contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
(pembegalan) adalah penangkapan yang dilakukan oleh Tim Khusus Antibandit
(Tekab) 308 Polresta Bandar Lampung terhadap komplotan pencuri kendaraan
bermotor disertai kekerasan (ranmor curas) yang kerap beraksi di wilayah Kota
Bandar Lampung. Dari tujuh pelaku yang ditangkap, empat di antaranya masih di
bawah umur, yakni AR (17), warga Kota Sepang, Bandar Lampung; AD (17) warga
JI Nyunyai Rajabasa; AN (16) warga JI Abdul Kadir, Rajabasa; dan AN (17) warga
Way Halim, Bandar Lampung. Dalam beraksi, kawanan begal ini kerap memepet
sepeda motor korban, lalu menghentikannya. Kemudian pelaku menganiaya dan
memukul korban, setelah itu mereka merampas dan membawa kabur sepeda motor

milik korban®

Sesuai dengan kasus di atas maka diketahui bahwa anak menjadi pelaku kejahatan
pencurian dengan kekerasan dalam bentuk pembegalan terhadap pengendara
sepeda motor. Pengaturan mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dalam Pasal 365
KUHP sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan
pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya
sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri
atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.

(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:

a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di
dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih

c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan

3

http://Jampung.tribunnews.com/2018/01/06/miris-empat-kawanan-begal-di-bandar-lampung-ini-m
asih-anak-anak. Diakses Rabu 18 Juli 2018.
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memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu
berakibat ada orang mati.

(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya
dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau
mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan
lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP di atas maka diketahui bahwa hukum
positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur secara terperinci mengenai
kejahatan pencurian dengan kekerasan berikut sanksi pidana yang diancamkan

kepada pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan).

Sehubungan dengan adanya kejahatan dalam kehidupan masyarakat maka hukum
memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk
menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk
menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan
sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas
keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud
agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri,
yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.
Orang yang melakukan kejahatan akan mempertanggungjawabkan perbuatan
tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai
kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat

menunjukan pandangan normatif mengenai kejahatan.*

* Barda Nawawi Arief. Op.Cit. him. 41.



Penanggulangan kejahatan dalam penyelengaraan kehidupan berbangsa dan
bemegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan
mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga
berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota
masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan.
Penanggulangan kejahatan secara ideal akan mengantisipasi berbagai
penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi
masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya masalah
penanggulangan  kejahatan  berkaitan dengan semakin  meningkatnya
kecenderungan berbagai fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat,
maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan

manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi kejahatan akan terjadi.

Hukum pada dasarnya bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang
dilakukan oleh setiap masyarakat (individu). Pada garis besarnya hukum
merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar
keseimbangan hidup diantara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya
kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau diperhatikan
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana setiap anggota masyarakat
mempunyai kepentingan yang tidak sama, seringkali tidak menghiraukan aturan
hukum. Ini terjadi karena kurang menyadari pentingnya serta akibat hukum yang
ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada orang lain yang menjadi korban,

bahkan akan mengakibatkan korban jiwa pada orang lain.



Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian
dan menuangkan dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Kriminologis Kejahatan

pembegalan yang Dilakukan oleh Anak”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Apakah faktor penyebab anak melakukan kejahatan pembegalan?

b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pembegalan yang dilakukan

oleh anak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian
hukum kriminologi tentang mengkaji faktor penyebab anak melakukan kejahatan
pembegalan dan upaya penanggulangan kejahatan pembegalan yang dilakukan
oleh anak. Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Polresta Bandar

Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2018.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan

pembegalan



b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pembegalan yang

dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan teoritis
Secara teoritis hasil penellitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian
ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka
memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum kejahatan pembegalan
yang dilakukan oleh anak.

b. Kegunaan praktis
Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu sumber
referensi bagi penelitian lebih lanjut yang akan membahasa mengenai kajian

kriminologi kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan,
asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan,
dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitiaan atau penulisan.
a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor

etiologi) yaitu sebagai berikut:



1) Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan
Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan
(faktor etiologi) yaitu sebagai berikut:
a) Teori yang menggunakan pendekatan biologis
Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminolgi untuk
menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan
fakta-fakta dari proses biologis.
b) Teori yang menggunakan pendekatan psikologis
Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan
sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah
kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong
seseorang berbuat kejahatan.
c) Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi
Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan
faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan
berdasarkan interaksi social, proses-proses soisal, struktur-struktur
social dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.5
b. Teori Penanggulangan Kejahatan
Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal
policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan
melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan
dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai
sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa

sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu

® Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, him. 10.



dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi
kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan
pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai
dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa

yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi

kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi
penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu,
namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya
kejahatan

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan
hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar®

Menurut G Peter Hoefiiagels, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan
kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah
institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefiiagels memasukkan
didalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa

pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan.’

® Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, him. 12.
7 -
Ibid, him. 15.
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2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengann

istilah yang ingin atau akan di teliti.® Berdasarkan pengertian tersebut maka

beberapa konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.

Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan
prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima
sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah®

Krhninologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.
Secara harfiah berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos”
yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi berarti ilmu tentang
kejahatan atau penjahat.™

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan
mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa
yang melanggar larangan tersebut.™

Pembegalan adalah suatu tindak kriminal di mana sang pelaku begal
mengambil kepemilikan seseorang/sesuatu melalui tindakan kasar dan
intimidasi. Karena sering melibatkan kekasaran, pembegalan dapat
menyebabkan jatuhnya korban.*? Pasal 365 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa
diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

® Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Ul Press, Jakarta, 1986, him. 132.

% Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

19 Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, Op.Cit, Jakarta, 2012, him. 10.

1 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. him. 46.

12 http://id.wikipedia.org/wiki/pembegalan



http://id.wikipedia.org/wiki/pembegalan

11

kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan
pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya
sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri
atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya. e. Anak menurut
Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini uraian mengenai penulisan secara teratur
dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat
memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap
bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi ini
terdiri dari lima bab sebagai berikut:
l. PENDAHULUAN
Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup
penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

1. TINJAUAN PUSTAKA
Merupakan bab pengantar yang mengantarkan tentang pengertian
umumdari pokok bahasan mengenai kajian kriminologi mengenai kejahatan

pencurian dengan kekerasan (pembegalan) yang dilakukan oleh anak.



V.
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METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu
langkah-langkah ataun cara yang dipakai dalam penelitian memuat
pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentnan narasumber

pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan
yang dibahas, yaitu faktor- faktor penyebab anak melakukan kejahatan
pencunan dengan kekerasan (pembegalan) dan upaya penanggulangan
tindak pidana kejahatan pencunan dengan kekerasan (pembegalan) yang

dilakukan oleh anak.

PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang
telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan

bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologi

Sebagai suatu bidang ilmu, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang
ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil.
Pembedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek
formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab

apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari
berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard
(1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku
kata yakni crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan,

maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.*®

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu
membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:
1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). llmu pengetahuan ini

memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya

3 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, Op. Cit, him. 9.
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mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku
bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

Sosiologi Kriminal

IImu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok
persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak
sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

Psikologi Kriminal

IImu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat sari sudut jiwanya.
Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

IImu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

Penologi

llmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.*

Selain itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1. Higiene Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya
usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan
undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan

semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini
dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor
ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau

membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

% Ibid, him. 10.
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3. Kriminalistik (policie scientific)
Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan tekhnik kejahatan dan
pengusutan  kejahatan.  Sutherland merumuskan kriminologi sebagai
keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai

gejala sosial (the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon)*®

Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan

reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi 3 (tiga)

cabang ilmu utama yaitu™;

1. Sosiologi Hukum
Kejahatan itu adalah perbuatan hukum dilarang dan diancam dengan suatu
sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah
hukum. Di sini memiliki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki
faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum
pidana).

2. Etiologi Kejahatan
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari
kajahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling
utama.

3. Penology
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland
memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan
baik represif maupun preventif. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang

komplek yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya

5 Ibid, him. 10.
% Ibid,hIm. 11.
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dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu

pristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.*’

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan baru yang mengkaji tentang
kejahatan. Berbeda dengan hnkum pidana yang muncul begitu manusia
bermasyarakat, kriminologi berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan
sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari

tingkah laku manusia bermasyarakat.

Beberapa pengertian kriminologi menurut para ahli sebagai berikut:

1) W.ABonger
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala
kejahatan seluas-luasnya.

2) Shuterland
Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan
perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses
perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

3) Walter Reckless
Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku
delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan

pidana.’®

7 Mustofe, Muhammad.2007, Kriminologi, FISIP Ul Press, Jakarta, him. 44.
'® bid, him. 45
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Penelitian ini menggunakan teori mikro (microtheories), yaitu teori yang bersifat
lebih konkrit dan menjawab mengapa seseorang atau kelompok orang dalam
masyarakat melakukan atau menjadi kriminal. Konkretnya, teori-teori ini lebih

bertedensi pada pendekatan psikologis atau biologis.*

Sesuai dengan teori tersebut maka akan dibahas beberapa alasan atau faktor
penyebab pelaku menggunakan tindak pidana atau kejahatan, contohnya pelaku
mengalami tekanan secara psikologis (depresi) sehingga melakukan kejahatan atau
karena faktor biologis, seperti melakukan kejahatan karena didorong untuk
memenuhi kebutuhan biologisnya seperti lapar, haus atau ingin menggunakan/

memiliki sesuatu tetapi tidak mampu mendapatkannya dengan cara yang benar.
B. Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Pembegalan)

Pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa ini terdapat di dalam UU pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362
KUHP: “Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan
hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau

dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.

9 yesmil Anwar, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, him. 73.
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Berdasarkan pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah

sebagai berikut:

a. Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”
Mengambil untuk dikuasainya meksudnya untuk penelitian mengambil barang
itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya,
memegang barangnya dan mengalihkannya kelain tempat, maka orang itu
belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

b. Yang diambil adalah “barang”
Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap
benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar,
karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa
seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang
diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya

c. Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain Barang
yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harusmilik orang lain, misalnya dua
orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk
dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia
dapat dituntut juga dengan Pasal ini.

d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan

melawan hukum (melawan hukum)

Maksudnya memiliki ialah: melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu
seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya,
diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada

kemauannya.



19

2. Pencunan dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan
ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa,
sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) “Dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun’:

Ke-1: Pencurian ternak.

Ke-2: Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, atau gempa
laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan
kereta api, hura-hura, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3: Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup
yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adalah disitu setahunya atau
tiada kemauannya yang berhak.

Ke-4: Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Ke-5: Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk
dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar,
memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian-pakaian palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal
tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya
sembilan tahun. Pencurian ini atau ayat 2 adalah pencurian pokok yang ditambah

salah keadaan yang ada pada Pasal 363 KUHP.

ke-1: Jika barang yang dicuri itu adalah hewan yang dimaksud dengan hewan
adalah yang disebut pada Pasal 101 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
“Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak”.
Pencurian hewan ini dianggap pencurian berat, dasar pertimbangan nya
adalah hewan milik seorang petani yang penting atau sangat berguna sebagai
penunjang kerja dalam hidup sehari-hari.

ke-2: Bila pencurian itu dilakukan dalam keadaan seperti pada Pasal 363 KUHP
ayat ke-2, maka diancam hukuman lebih berat karena pada kedaan seperti ini
orang dalam keributan dan kebingungan dan barang-barang dalam kedaan
tidak terjaga. Sedangkan orang yang mempergunakan kesempatan pada saat
orang lain dalam keributan atau malapetaka atau bencana dianggap rendah
budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan terjadinya pencurian hams ada
hubungannya maksudnya pencurian itu harus benar-benar tahu dalam
mempergunakan untuk mencuri. Tidak termasuk dalam pengertian jika
terjadi malapetaka atau bencana yang lain, karena pencuri benar-benar tidak
tahu dan tidak saja mempergunakan kesempatan ini.
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ke-3: Yang dimaksud dengan malam adalah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal
98 KUHP yang berbunyi: « Malam berarti waktu antara matahari terbenam
dan matahari terbit”. Sedang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang
digunakan untuk didiami siang dan malam artinya: “Untuk tidur dan
sebagainya”. Sebuah gedung yang tidak dipergunakan makan dan tidur tidak
termasuk pengertian rumah, sedang peran kereta api yang didiami siang dan
malam termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan pakaian jabatan palsu,
pakaian yang dipakai oleh orang yang tidakberhak untuk itu misalnya pencuri
yang masuk kedalam rumah dengan menggunakan pakaian polisi dan yang
terpenting pakaian itu tidak hams instansi pemerintah, dari instansi
swasta-pun bias dimasukan pengertian pakaian palsu.
3. Pencurian Ringan
Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang
dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada
pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh
ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan
yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian
ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai
berikut: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 no.5 asal saja tidak
dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada
rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima

puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara

selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga
ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan
diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan dan denda sebanyak

sembilan ribu rupiah.
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4. Pencurian dengan Kekerasan

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan
pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya
sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri
atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya,

(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:

a.

b.
C.

d.

Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di
dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih

Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu
berakibat ada orang mati.

(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya
dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau
mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan
lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 danNomor3.

a.

Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yang berbunyi
“Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi
pingsan atau tidak berdaya lagi.Sedangkan melakukan kekerasan menurut
Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara
tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata,
menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian
kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam
kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang
dan bukan pada barang.
Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas
tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah
tertutup, atau pekarangan yang di dalamnya ada rumah, atau dilakukan
pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal
88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci
palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan
menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP vyaitu:
Luka berat berarti:
1) Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan
sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
2) Senantiasa tidak cukap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan
pencahariaan.
3) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
4) Mendapat cacat besar.
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5) Lumpuh (kelumpuhan).
6) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka
ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang
penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.

Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya
orang luka berat dan perbuatan itu dilakuakan oleh dua orang atau lebih
bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu: “Mufakat jahat
berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan
melakukan kejahatan itu”.

C. Anak sebagai Pelaku Kejahatan

Beberapa pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di

Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak, yaitu

sebagai berikut:

a.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka (3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang Berkonflik dengan

Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

melakukan tindak pidana.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui bahwa yang dimaksud dengan
anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

tindak pidana.

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan
dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12
(dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga
melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka
anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat
dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum kita membuat
pembedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana
diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Prinsip perlindungan hukum
terhadap anak hams sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the
Right of the Child) sebagaimana telah diratafikasi oleh pemerintah Republik
Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak-HakAnak).?°

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan anak yang belum

berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan

20 Arif Gosita, Op.Cit, him. 52.
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pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi
kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan
pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan

kemanusiaan.?!

Anak sebagai pelaku kejahatan diberikan perlindungan hukum atas hak-haknya
dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan
utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang
diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik,
psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani kerena penderitaan fisik,
mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam
proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari
proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan

dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan
masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang
dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan
ketetapan hakim dengan jiwa dan setnangat pembinaan atau mengadakan
rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak
untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan, hakuntuk mengganti status
penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah
atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman,

penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan

21 Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia,
Yogyakarta, 2015, him. 25
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fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh

penasehat hukum.??

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh
pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk
menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1)
KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub b
KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal
177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi

(Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai
pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam
kedudukannya sebagai pelaku:

a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya.

b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan.

c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan
mengenai dirinya.

d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan
penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

e. Hak untuk menyatakan pendapat.

f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan
penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau
hukum yang diterapkan.

g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif,yang
masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.”®

% 1bid, him. 90.
2 Arif Gosita, Op. Cit, him. 52.
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Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh
pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk
menerima surat penggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1)
KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub b
KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal
177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi

(Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP)

Keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara tidak dapat dipisahkan dari
eksistensi anak, oleh karena itu kepentingan anak patut dihayati sebagai
kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Anak perlu mendapat
perlindungan dari hal-hal negatif yang ada di sekitarnya. Perlindungan terhadap
anak tidak terbatas pada pemerintah, tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua,
keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak

asasi anak.

Kedudukan anak sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam
kemajuan suatu bangsa pada dasamya telah disadari oleh masyarakat Intemasional.
Pada Tahun 1990 lahirlah Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the
Child) yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia Ratifikasi
terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990

tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child.?*

24 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2008. him. 12
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Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indonesia hams memajukan serta melindungi
kepentingan hak-hak anak sebagai subyek hukum seutuhnya. Dalam konvensi
tersebut terdapat prinsip umum yang harus diberlakukan terhadap anak yaitu
prinsip non diskriminatif, yaitu setiap manusia tidak terkecuali anak memiliki
perbedan satu sama lain. Hal ini tertera pada Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Anak
yang meyatakan: “Negara-negara peserta (states parties) akan menghormati dan
menjamin hak-hak yang telah di tetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak
dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa
memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik,
asal-usul, sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau

orang tua atau walinya yang sah menurut hukum.®

Perkembangan yang terjadi sekarang ini, anak melakukan perbuatan yang tidak
baik sehingga dapat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Bahkan saat
ini anak-anak tidak hanaya melakukan kenakalan berupa pelanggaran, namun
perbuatan mereka sudah mengarah pada perbuatan pidana. Bagi anak-anak yang
mengalami permasalahan pidana maka akan berhadapan dengan Peradilan pidana
anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak.
Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Permasyarakatan
Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut

dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (The Juvenile Justice System).

% |bid, him. 13
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Sistem ini bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, juga diharapkan dapat
memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah atau berhadapan

dengan hukum.?®

Sistem peradilan pidana sebagai jaringan (network) peradilan yang menggunakan
hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.
Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan
dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Permasyarakatan Anak wajib
dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang
masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus
memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi
harkat dan martabat anak, meskipun anak tersebut melakukan tindak pidana, tanpa
mengabaikan terlaksanan keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak

menjadi lebih rendah.

D. Upaya Penanggulanan Kejahatan

Upaya penanggulanan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain
penal policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan
melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan
daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana
sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana
maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.
Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan

dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai

2% |bid him. 14
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hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi

pada suatu waktu dan pada masa mendatang.?’

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan
(politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:
1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi
penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun
secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum
pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar®®

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan,
dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada
keterpaduan (integral) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan
non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

Penganggulangan pidana sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin
kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modemisasi dan

globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum

%7 Barda Nawawi Arif. Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, him. 12
% bid, him. 13.
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selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil

yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan
untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan
atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk
memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan

realitas yang ada atau studi kasus.?
B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer
Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan
penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk
mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber
hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder

dalam penelitian ini, terdiri dari:

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, him.32.
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73
Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi

hukum primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/

pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi,

kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk
melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun

narasumber dalam penelitian ini adalah:
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Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung : 1 orang
Anak pelaku kejahatan pembegalan : 1 orang
Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang +
Jumlah : 3orang

. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi

lapangan sebagai berikut:

a.

b.

2.

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian
kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur
serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara
(interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan
berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan

yang dibahas dalam penelitian.

Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan

tahapan sebagai berikut:
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a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data
selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam
penelitian ini.

b. Klasifikasi data, adalah  kegiatan  penempatan data  menurut
kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data
yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan
dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan

sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara
sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh
suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif,
yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang

bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Faktor penyebab anak melakukan kejahatan pembegalan terdiri atas faktor
ekonomi, yaitu kondisi perekonomian yang sulit menjadi alasan bagi seseorang
untuk melakukan kejahatan pembegalan. Faktor Pendidikan, yaitu anak yang
menjadi pelaku pembegalan pada umumnya berlatar belakang pendidikan yang
rendah atau putus sekolah. Faktor Keluarga, yaitu keluarga yang tidak utuh dan
tidak harmonis menyebabkan anak terbiasa dengan kekerasan dan mencari
suasana di luar rumah. Faktor Lingkungan, yaitu lingkungan yang pergaulan
dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan
dengan seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan pembegalan.

Upaya penanggulangan kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di
Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar
Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan
dengan sosialisasi dan pengamanan pada titik-titik rawan pembegalan. Upaya
penal dikakukan dengan melaksanakan penyidikan kejahatan pembegalan
yang dilakukan oleh anak dengan mengacu kepada Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak, sebagai upaya Penyidik Unit PPA Polresta Bandar
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Lampung dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Hendaknya upaya penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan
oleh anak dioptimalkan dengan meningkatkan profesionalisme dan kapasitas
penyidik anak dalam sistem peradilan pidana, dengan cara terus mengasah
potensi yaitu mengikuti berbagai pelatihan untuk menyesuaikan diri pada
perkembangan teknik diversi dalam perkara anak.

Agar sosialisasi mengenai mengenai pencegahan atas kejahatan pembegalan
semakin ditingkatkan dengan menggunakan berbagai sarana yang ada, selain
itu patroli dan pengamanan pada titik-titik rawan pembegalan hendaknya

semakin diperketat oleh Kepolisian.
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